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PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA
NUKLIR NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN 2015-2019

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

a. bahwa sebagai tindak lanjut atas telaah Indikator Kinerja

Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir dalam menjalankan
Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019 maka perlu meninjau
kembali Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Tenaga
Nuklir Tahun 2017-2019 pada Tingkat Lembaga dan Eselon
L

bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama
Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2015-2019
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan
Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga
Nuklir Nomor 4 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja
Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2015-2019
belum dapat mencerminkan kinerja Badan Pengawas

Tenaga Nuklir sehingga perlu diubabh;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga
Nuklir Nomor 4 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja
Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2015-2019;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang
Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3676);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 3);

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015



Menetapkan :
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tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden
Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 332);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk
Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan
Tata Kerja Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1842);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR TAHUN 2015-2019.

Pasal I
Lampiran [ dan Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pengawas
Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja
Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2015-2019
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1376)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan
Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga
Nuklir Nomor 4 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama
Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2015-2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1332) diubah,
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sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Kepala Badan ini.

Pasal II
Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 September 2017

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd

JAZI EKO ISTIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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